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Abstract: A slaying is seen as one of criminal acts, this was argued by some Mujtahid 
or some experts in Muslim law who give an independent interpretation of the Koran 
and Hadits. This was aimed to kill somebody’s soul. As the implication, this case 
will make appear a big disadvantage. Moreover, Mujtahid agreed that a slaying 
was regarded as a criminal act which has an implication towards the case of an 
inheritance, where the murderer was being hindered to receive the inheritance 
from his victim. An attempt for slaying which is written in the KHI section 173 
letters “a”, from this we could see the extension of the meaning slaying as a reason 
to hamper an inheritance.
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Pendahuluan

Dalam Islam, apabila terjadi kematian maka akan ada peralihan harta dari 
orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Berlakunya kewarisan tersebut da
lam hukum Islam, dikarenakan adanya hubungan qarabah (kekerabatan) an
tara pewaris dengan ahli waris atau hubungan perkawinan dengan suatu akad 
nikah yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita, termasuk juga hu
bungan yang disebabkan karena wala’ (memerdekakan budak).

Walaupun sudah terpenuhi semua unsur dan sebab kewarisan, masih di
perlukan lagi persyaratan lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu si ahli 
waris tidak terhalang untuk mendapatkan kewarisan. 

Dalam hubungan dengan hukum kewarisan, Rasulullah telah memberikan 
gambaran bahwa di antara penghalang kewarisan itu adalah kafir, sebagaimana 
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 
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“Dari Usamah bin Zaid , bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Orang 
Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat 
mewarisi harta orang Islam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mayoritas ulama (mazhab yang empat) sepakat berdasarkan nash bahwa 
antara orang muslim dan non muslim tidak saling mewarisi.1 Begitu juga dengan 
orang murtad yang keluar dari Islam sebelum pewaris meninggal dunia.

Penghalang kewarisan yang lain adalam pembunuhan, sebagaimana yang 
dinyatakan dalam hadis Umar,

“Bersabda Rasulullah Saw: tidak ada bagi pembunuh sedikitpun (dari 
harta kewarisan). Jika dia tidak mempunyai maka ahli warisnya adalah 
kerabat terdekat dari manusia dan tidaklah mewarisi dia sedikitpun (HR. 
Abu Daud)

 Imam Syafi’i menetapkan di antara penghalang kewarisan tersebut adalah 
pembunuhan secara mutlak.2 Pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun akan 
mencegah pelakunya untuk mendapatkan kewarisan, baik pembunuhan yang 
dibenarkan secara hukum, disengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak 
langsung, bahkan orang yang berkaitan dengan kematian pun tidak mendapat-
kan kewarisan. Sementara Imam Abu Hanifah mengklasifikasikannya kepada 
pembunuhan yang mempunyai impilkasi pada qisas dan kafarah, seperti pem-
bunuhan yang disengaja, menyerupai sengaja, atau tersalah. Sedangkan yang 
tidak berimplikasi pada hukuman tersebut maka tidak menghalangi pelakunya 
untuk mendapatkan kewarisan.3 

Selanjutnya para ulama juga sepakat bahwa perbudakan sebagai pengha-
lang kewarisan berdasarkan ayat 75 surat an-Nahl;
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“Allah mengadakan suatu contoh, seorang hamba (budak) yang dimiliki orang 
tidak berkuasa terhadap sautu apapun (S.Q. An-Nahl : 75)

Melihat posisi dan hak-hak yang ada pada seorang budak, dimana dia 
dan hartanya adalah milik tuannya, maka konsekuensinya dia tidak mewarisi 
harta dari keluarganya. Jika dia mendapatkan harta kewarisan, maka secara oto
matis harta tersebut akan menjadi milik tuannya, karena dirinya saja adalah 
milik dari tuannya.

Terhadap permasalahan penghalang kewarisan ini, dalam Kompilasi Hu
kum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam Pasal 173 yang berbunyi,

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apbila dengan putusan hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a.	 Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, atau me
nganiaya berat pada pewaris

b.	 Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bah-
wa pewaris telah melakkan kejahatan yang dihukum 5 tahun penjara 
atau hukuman yang lebih berat”4 

Bentuk penghalang perkawinan yang tercantum dalam KHI Pasal 173 
huruf (a), selain pembunuhan juga diperlebar kepada percobaan pembunuhan 
dan penganiayaan berat. Khusus untuk pencobaan pembunuhan tidak terdapat 
dalam Kitab Fiqh klasik dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang 
ini. Di samping itu percobaan pembunuhan belum sampai menimbulkan hi
langnya nyawa seseorang. Untuk itu perlu dilihat lebih dalam apa dasar pene
tapan percobaan pembunuhan dijadikan sebagai penghalang kewarisan.

Pembunuhan 

Ada beberapa hal yang berakibat seseorang orang terhalang untuk men
dapatkan kewarisan, seperti Pembunuhan, beda agama atau murtad, perbudak
an. Di dalam KHI pun dijelaskan tentang hal ini, yang juga disebutkan secara 
jelas di dalamnya pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat 
dan masuk juga fitnah terhadap pewaris. Namun dari semua itu pembahasan 
kita lebih mengarah kepada percobaan pembunuhan yang juga erat kaitannya 
dengan masalah pembunuhan.
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Pembunuhan didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Qadir 
Audah sebagai berikut :

5   

“Perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain”

Tindak Pidana Pembunuhan merupakan perbuatan yang secara jelas di
nyatakan dalam al-Quran sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk salah 
satu dosa besar. Dalam fiqh, tidak pidana pembunuhan ( ) disebut juga 
dengan al-jinayah ‘ala Nafs al-Insaniyah (kejahatan terhadap jiwa manusia). 
Dasar keharaman pembunuhan dinyatakan dalam al-Quran atau pun hadis. 
Dalam surat al-Isra ayat 33 disebutkan :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh
nya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan siapa saja yang dibu
nuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan 
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan” 
(QS. Isra : 33)

Selanjutnya dalam surat al-An’am ayat 51 dinyatakan tentang larangan 
terhadap tindak pidana pembunuhan 

Ayat lain yang mengindikasikan keharaman pembunuhan terlihat dalam 
surat al-Baqarah ayat 178 
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Pada ayat ini dijelaskan dengan tegas sanksi yang diberikan bagi pelaku 
pembunuhan, yaitu diqishas atau diberikan balasan yang setimpal dengan 
yang dilakukan.

Beberapa ayat di atas memberikan gambaran yang jelas tentang haram 
dan terlarangnya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini mempunyai 
implikasi terhadap kewarisan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pem
bunuhan terhadap pewarisnya, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta 
warisan dari orang yang dibunuhnya tersebut. hal ini berdasarkan pada hadis 
nabi dari Abu Hurairah 

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: seseorang yang pembunuh 
tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuhnya) (HR. 
Abu Daud dan Ibn Majah)” 

Dengan memperhatikan hadis di atas, jumhur ulama telah sepakat bahwa 
pembunuhan menjadi penghalang berlakunya hukum kewarisan antara orang 
yang membunuh dengan orang yang dibunuhnya. Tetapi golongan khawarij 
memandang bahwa hadis ini tidak dapat mengkhususkan keumuman ayat ten-
tang kewarisan. Jadi menurut mereka pembunuhan tidak dapat menghalangi 
hak kewarisan seseorang karena hadis di atas tidak cukup kuat.6 

Walaupun jumhur fukaha telah sepakat bahwa pembunuhan mengha-
langi kewarisan, namun bentuk pembunuhan apa saja yang menyebabkan ter-
halangnya kewarisan tersebut terjadi perbedaan dikalangan mereka. Tentang 
bentuk-bentuk pembunuhan tersebut dibagi ke dalam dua bentuk :

a.	 Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan 
yang pelakunya tidak dianggap melakukan kejahatan atau dosa. Pembu
nuhan tersebut meliputi :
1)	 Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang
2)	 Pembunuhan dalam melaksanakan hukuman mati
3)	 Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan

b.	Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan 
yang dilarang oleh syara’ atau hukum dan terhadap pelakunya dikena-
kan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut 
suatu kejahatan.7	
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Terhadap pembunuhan bi ghair al-Haq dibagi kepada beberapa bentuk-
bentuk, namun tidak semua fukaha mensepakati semua bentuk tersebut. ada 
yang disepakati dan ada yang khilafiyah mereka. Ulama Hanafiyah membagi ke-
pada lima bentuk pembunuhan; yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi 
sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan 
tersalah dan pembunuhan dengan perantara (tasabbub).8 Ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah hanya membagi kepada pembunuhan sengaja, pembunuhan semi 
sengaja dan pembunuhan tersalah.9 Sedangkan ulama Malikiyah hanya memba-
gi kepada dua bentuk, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah.10 
Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk pembunuhan tersebut, yaitu 

1.	Pembunuhan sengaja ( )
Pembunuhan sengaja yang dimaksud di sini, bahwa benar-benar beniat 

untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan de
ngan mempergunakan benda yang menurut kebiasaan bisa menghilangkan 
nyawa, seperti pisau, pedang, panah atau alat-alat lain yang biasanya mema-
tikan. Untuk membuktikannya diperlukan sesuatu yang mendukung, bah-
wa maksud atau tujuan benar-benar untuk menghilangkan nyawa orang lain 
yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membunuh. Bentuk 
pembunuhan sengaja ini disepakati oleh jumhur fukaha sebagai salah satu 
bentuk pembunuhan bi ghair al-haq. Ulama Syafi’i menambahkan dengan 
adanya rasa permusuhan dan dendam antara orang yang melakukan pem-
bunuhan dengan si korban. 

2.	Pembunuhan semi sengaja ( )
Pembunuhan semi sengaja, yaitu sengaja melakukan suatu perbua-

tan dengan tujuan untuk menyakiti fisik si korban, namun mengakibatkan 
kematian. Dalam pembunuhan ini alat yang digunakan menurut biasanya 
adalah alat yang tidak mematikan, tidak merusak atau menghancurkan, seper
ti kayu kecil, menggunakan tongkat atau alat-alat lain. Di sini yang menja
di ukuran adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Tentang bentuk 
pembunuhan ini hanya ulama Malikiyah yang tidak mengakuinya. Ulama 
hanafiyah mengklasifikasikan bentuk pembunuhan ke dalam pembunuhan 
yang konsekuensi hukumannnya sama dengan pembunuhan sengaja, yai-
tu qisas. 
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3.	Pembunuhan tersalah ( )
Ulama Hanafiyah membaginya kepada dua bentuk. Pertama, tersalah 

dalam niat atau maksud atau perkiraan pelaku, seseorang yang berburu he-
wan dan menembaknya karena menurut perkiraannya hewan buruan, na-
mun ternyata manusia. Kedua, tersalah dalam perbuatan pelaku (sasaran). 
Seseorang yang hendak membidik hewan buruannya tetapi sasaran terse-
but mengenai manusia. Ulama Syafi’iyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak 
membaginya kepada dua bentuk ini, setiap pembunuhan yang tidak ada ni-
at atau tidak ada maksud untuk melakukan pembunuhan maka dikategori
kan kepada pembunuhan tersalah.

4.	Pembunuhan semi tersalah ( )
Pembunuhan bentuk keempat ini terjadi di luar kekuasaan pelakunya. 

Seperti orang yang jatuh dari tempat tidurnya (dalam keadaan tidur) yang 
bertingkat dan menimpa orang yang tidur di bawah sehingga menimbulkan 
kematian. Bentuk pembunuhan ini hanya ulama Hanafiyah yang mengklasi
fikasikannya kepada kelompok keempat. Ulama yang lain memasukkan bentuk 
pembunuhan ini kepada bentuk pembunuhan tersalah.

5.	Pembunuhan dengan perantara ( )
Bentuk pembunuhan ini juga hanya dikemukakan oleh ulama Hanafiy

ah. Pembunuhan ini terjadi tanpa ada niat atau maksud dari pelakunya, baik 
untuk mencelakai apalagi untuk membunuh. Seperti seseorang menggali lo-
bang di tempat yang mungkin atau biasa dilewati orang. 

Berkaitan dengan bentuk-bentuk pembunuhan ini fukaha berbeda dalam 
menetapkan bentuk pembunuhan mana saja yang mempunyai konsekuensi ter
hadap kewarisan. Seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang yang me
miliki hubungan kewarisan dengannya akan mengakibatkan terhalangnya hak 
kewarisannya dari pewaris yang dibunuhnya. 

Abu Hanifah, menetapkan bahwa semua pembunuhan yang diharamkan 
(bi ghair al-haq) dan dikenai hukuman qisas diyat akan menghalangi berlakunya 
kewarisan antara pembunuh dan orang yang dibunuh. Pembunuhan yang di-
haramkan tersebut meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, 
pembunuhan, tersalah dan pembunuhan seperti tersalah.11 

Terhadap hukuman yang tidak mempunyai konsekuensi qisas atau kafa
rat, maka tidak menghalangi berlakunya kewarisan sekalipun dilakukan dengan 
sengaja. Bentuk pembunuhan ini meliputi pembunuhan yang dibenarkan (bi 
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al-Haq), seperti pembunuhan yang dilakukan oleh seorang eksekutor atau pem-
bunuhan tasabbub, yaitu pembunuhan dengan perantara.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa pembunuhan yang mempunyai 
konsekuensi hukum terhadap terhalangnya kewarisan adalah pembunuhan 
yang dilakukan dengan sengaja dan mengandung unsur permusuhan. Pembu
nuhan tersebut dilakuan secara langsung atau pembunuhan lewat perantara 
(tasabbub), baik dilakukan oleh mukallaf ataupun anak-anak. Adapun pem-
bunuhan tersalah tidaklah menghalangi kewarisan.12 

Menurut ulama Syafi’iyah dalam pendapatnya yang shahih, bahwa semua 
bentuk pembunuhan menghalangi kewarisan secara mutlak. Sedangkan seba-
gian kecil pendapat dalam golongan ini mengatakan bahwa pembunuhan se-
cara hak yang tidak berimplikasi pada hukuman qisas, diyat dan kafarat tidak 
menghalangi terhadap kewarisan.13 Pembunuhan secara mutlak tersebut me-
liputi pembunuhan bil haq dan bi ghairil haq. Pendapat ini didasari dengan 
hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Jabir bin Zaid

“Siapapun (laki-laki) yang membunuh seorang laki-laki atau seorang wanita, 
baik dengan sengaja atau tersalah maka dia tidak memperoleh warisan dari 
keduanya, dan siapa pun (wanita) yang membunuh seorang laki-laki atau seo
rang wanita, baik dengan sengaja atau tersalah maka dia tidak memperoleh 
warisan dari keduanya.”

Mereka juga berargumentasi dengan hadis dari Abu Hurairah menurut 
riwayat Abu Daud, yang berbunyi :

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “Seorang pembunuh tidak 
berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuhnya)” (HR. Abu 
Daud)
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Hadis ini berlaku dengan keumumannya. Bagi setiap pelaku tindak pi
dana pembunuhan tanpa memandang bentuk dan jenis pembunuhan yang dila
kukannya akan terhalang haknya untuk mendapatkan kewarisan.

Sementara itu Ulama Hanabilah melihat bahwa pembunuhan yang dapat 
menghalangi kewarisan adalah bentuk pembunuhan yang mempunyai kon-
sekuensi hukuman qisas atau diyat atau kafarat.14 Dalam bentuk ini termasuk 
ke dalamnya pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Pembunuhan 
semi tersalah dan tasabbub sudah mencakup dalam pembunuhan tersalah me
nurut mereka.

Tentang pembunuhan mana saja yang menghalangi kewarisan, penulis 
lebih cenderung mengambil pendapat Ulama Malikiyah, bahwa pembunuhan 
yang menghalangi kewarisan tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan de
ngan kesengajaan yang mencakup di dalamnya semi sengaja. Suatu tindakan 
dinilai dari niatnya seseorang yang dibuktikan dengan perbuatannya. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi’iyah (yang dipandang sha-
hih) meliputi seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan bi al haq. Pendapat 
ini terlihat bertentangan dengan konteks ayat 33 surat al-Isra 

dan ayat 151 Surat al-An’am

Terhadap pembunuhan yang disengaja, jumhur sepakat menyatakan 
bahwa pembunuhan tersebut menghalangi kewarisan, meskipun mereka berbe
da terhadap bentuk pembunuhan yang lain. 

Sedangkan untuk perealisasian kesengajaan (niat) tersebut masing-masing 
ulama mempunyai penilaian tersendiri. Dalam penetapan unsur-unsur mana 
yang termasuk ke dalam bentuk kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, 
terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, suatu 
pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan 
untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai (benda tajam) dan me
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mang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang. Penetapan unsur sengaja 
ini juga dengan melihat pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu 
qisas. Di samping itu unsur yang mendasar pada pembunuhan sengaja ini terle
tak pada niat atau tujuan untuk melakukan pembunuhan. 

Akan tetapi ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa untuk 
membuktikan suatu pembunuhan itu terlihat pada kesengajaan yang dibarengi 
dengan rasa permusuhan (dendam) dan akibat yang ditimbulkan. di samping 
itu alat yang digunakan juga sebagai alasan kuat untuk menetapkannya seba
gai pembunuhan yang disengaja. Alat yang digunakan tersebut biasanya 
membawa kepada kematian tanpa memandang jenis alat yang digunakan, 
baik benda tajam, tumpul ataupun keras. Sementara menurut ulama Malikiy
ah pembunuhan sengaja terlihat dari adanya unsur kesengajaan yang menga
kibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat 
kematian tanpa melihat alat yang digunakan.

Walaupun mereka berbeda dalam menetapkan bentuk kesengajaan (mak
sud) tersebut, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa kesengajaan tersebut 
dapat dibuktikan dengan tindakan. Tentang posisi niat sebagai unsur terpen
ting dalam perbuatan ditegaskan dalam Hadis Nabi

“Semua perbuatan hanya dengan niat dan untuk setiap urusan tergantung 
apa yang diniatkan” (HR. Bukhari)

Pada hadis lain disebutkan

“Dari Abu Hurairah dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw, Sesungguh
nya Allah tidak melihat pada bentuk dan hartamu melainkan Allah melihat 
pada hati dan amalmu” (HR. Muslim dan Ibn Majah)

Terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa ada niat padanya, maka tidak 
ada dosa sebagaimana hadis dari Ali dengan riwayat Tarmizi,

:
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“Dari Ali bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: diangkat pena (hukum) 
dari tiga hal, orang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia dewasa 
dan orang kurang akal hingga dia berakal” (HR. Tarmizi)

Hadis di atas menegaskan bahwa tidak ditetapkan hukum bagi tiga ke
lompok orang yang dikategorikan tidak berfungsi akal dan hatinya. Ketiga 
mereka adalah orang yang tidur, anak-anak dan orang yang kurang akal, kare
na akal dan hati mereka tidak berfungsi. Dengan demikian niat untuk sengaja 
untuk sengaja melakukan tindak pidana dalam keadaan tersebut tentu tidak 
terdapat dalam hati dan fikiran mereka. Berlaku juga bagi ketentuan ini terha
dap suatu perbuatan yang terjadi tanpa kesengajaan (niat), maka tidak ada 
ketentuan hukum bagi pelaku, karena sesuatu itu diukur dari niatnya. Dalam 
ini termasuklah ke dalamnya pembunuhan tersalah atau semi tersalah yang 
dilakukan tanpa ada maksud dan niat dari pelakunya. Dalam kaidah ushul ju
ga disebutkan,

“Segala urusan tergantung pada maksudnya”

 Ada atau tidak adanya niat tersebut dapat dilihat dari alat dan hasil per
buatan yang ditimbulkan. Disamping itu juga memperhatikan keadaan dari 
pelaku sendiri.

Percobaan Pembunuhan 

Definisi percobaan pembunuhan menurut bahasa adalah usaha hendak 
berbuat atau melakukan sesuatu.15 Tentang percobaan pembunuhan ini tidak 
dibahas sama sekali dalam fikih klasik dengan pembahasan yang tersendiri yang 
terkait dengan kewarisan. Istilah percobaan dengan pergertian yuridis-teknis 
juga tidak dikenal di kalangan fuqaha. Walaupun demikian, pembahasan per-
cobaan ini diungkap juga oleh fuqaha sewaktu membicarakan antara jarimah 
(tindak pidana) sempurna dan jarimah tidak sempurna. Terhadap pembunuhan 
tidak dapat dikenakan hukuman qisas atau had, namun tetap ada ketentuan 
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hukuman baginya. Menurut fuqaha diberlakukan hukuman takzir terhadap 
perbuatan jarimah yang tidak sempurna ini.

Menurut Abdul Qadir Audah, perbuatan pidana yang tidak selesai atau 
yang diistilahkan dengan percobaan, dipandang sebagai suatu perbuatan yang 
sempurna pada tahap perencanaan dan tahap persiapan, namun tidak selesai 
pada tahap pelaksanaannya. Seandainya pada tiap tahap tersebut terkandung 
unsur maksiat, maka berlaku hukuman pada tiap tahapannya.16 

Tentang percobaan ini undang-undang yang berlaku di negara kita (In-
donesia) juga tidak memberikan definisi yang pasti. apakah yang dimaksud de
ngan percobaan tersebut. Namun terdapat gambaran tentang ketentuan syarat-
syarat tentang percobaan tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada KUHP 
Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Percobaan untuk melakukan kejahatan ter-
ancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya per-
buatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal 
yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”.17 

Tiga hal yang merupakan inti dari percobaan tersebut meliputi adanya 
niat dari pelaku, adanya perbuatan persiapan dan adanya tindakan pelaksanaan 
dari pelaku yang tidak selesai. Tidak selesainya tindakan pelaksanaan tersebut 
terjadi di luar kehendak pelaku. 

Fase Pemikiran dan Perencanaan (marhalah al-tafkir)

Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. 
Tidak akan terjadi suatu tindakan percobaan terhadap suatu kejahatan tanpa 
didahului oleh niat dari si pelaku.

Dalam fase pemikiran seseorang tidak dapat dikenai sanksi. Rasulullah 
Saw. bersabda :

“Sesungguhnya Allah melewatkan (tidak menghitung sebagai dosa) bagi 
umatku yang tersirat dalam selama belum dia lakukan atau ia ucapkan” 
(HR. Muslim) 

Fase Persiapan (Marhalah al-Tahdhir)

Dalam fase ini ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama ia tidak dike
nai sanksi bila perbuatannya itu bukan suatu maksiat. Seperti seseorang yang 
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membeli kunci atau sejenisnya dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Pa
da awalnya perbuatan membeli alat tersebut mubah. Kemungkinan kedua pela
kunya dapat dikenai sanksi, bila perbuatannya suatu maksiat, seperti membius 
orang untuk mencuri hartanya atau membeli barang-barang yang haram, se
misal ganja, dengan maksud untuk digunakan baik untuk dirinya sendiri mau
pun untuk orang lain.

Fase Pelaksanaan (Marhalah al-Tanfidz)

Dalam fase ini perbuatan seorang pelaku tindak pidana telah dapat dikenai 
sanksi bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai. 
Seperti seorang pencuri telah memasuki rumah calon korbannya tapi belum 
sempat mengambil harta karena ketahuan atau tertangkap oleh pemiliknya. 
Pelaksanaan niat pelaku untuk melakukan kejahatan tidak dapat diselesaikan 
hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung dari kehendak si pela
ku. Artinya apabila si pelaku membatalkan niatnya secara suka rela untuk 
melakukan suatu tindak pidana maka dalam hal ini tidak selesainya suatu per
buatan adalah berada dalam kendalinya. Pada unsur ketiga ini yng menjadi 
titik perhatian adalah tidak selesainya suatu tindakan pidana terjadi karena 
keadaan diluar kehendak pelaku.

Tindak Pindana Percobaan Pembunuhan sebagai 
Penghalang Kewarisan

Tindak pidana percobaan pembunuhan dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) menempati posisi yang sama dengan tindak pidana pembunuhan sebagai 
penghalang kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dilihat dari Pasal 173 
huruf “a” yang dikemukakan dalam KHI tersebut terlihat bahwa ketiga unsur 
dari tindak pidana tersebut di atas adanya unsur kesengajaan dan maksud un
tuk sampai ke tujuan. Pada percobaan pembunuhan bertujuan supaya kor
bannya mati. 

Unsur kesengajaan dalam hal ini tidak terlepas dari niat untuk melakukan 
tindak pindana tersebut. Dalam KUHP dikenal dengan istilah opzet. Semua 
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikaitkan dengan apa yang diniat
kannya. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khatab

“Semua perbuatan hanya dengan niat dan untuk setiap urusan tergantung 
yang diniatkannya”. (HR. Bukhari)
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Dalam hal ini niat sebagai pembeda antara semua perbuatan dan aktivi-
tas, antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara rangkaian suatu ibadah dengan 
rangkaian ibadah lainnya. Begitu juga halnya dengan perbuatan pidana, niat se
bagai pembedan antara tindak pidana yang disengaja dan yang tersalah.

Di peradilan niat saja tanpa ada bukti kejahatannya, belum dapat seorang 
pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan belum dapat dijatuhi hukuman. 
Untuk membuktikan niat seseorang apakah dia melakukan sesuatu perbuatan 
terdapat unsur kesengajaan. Maka yang dimaksud di sini adalah benar-benar 
bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maksud tersebut merupa
kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Untuk membuktikannya diperlukan 
sesuatu yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk 
membunuh yang dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk membu
nuh. Oleh sebab itu apa bila alat yang dipergunakan untuk membunuh ter
sbut adalah alat yang pada umumnya mematikan, maka pembunuhan tersebut 
adalah pembunuhan yang disengaja.18 Ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabi-
lah mendefinisikan suatu pembunuhan yang disengaja dan dibarengi dengan 
rasa permusuhan dengan menggunakan alat-alat yang dapat menghilangkan 
nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan suatu sebab 
(sebagai perantara)

Menurut Jumhur Fukaha, bahwa kesengajaan baru dapat dibuktikan de
ngan melihat pada alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, 
baik pembunuhan, pencurian, perempokan atau tindak pidana lainnya. Sese
orang dapat diketahui bermaksud untuk melakukan tindak pidana pembu
nuhan dengan melihat pada alat yang digunakan untuk membunuh, seperti 
pisau, pedang, tombak, panah atau benda-benda tajam lainnya yang biasanya 
dipergunakan membunuh. Bisa juga dengan benda yang keras seperti batu atau 
besi. Untuk masa sekarang bisa kita masukkan ke dalamnya senjata api atau 
alat-alat perang lainnya serta sejenisnya yang mematikan dan membunuh.

Lebih rinci tentang kesengajaan ini penulis juga melihat dari tinjauan 
para pakar hukum pidana pada masa sekarang. D. Schaffmeister berpendapat 
bahwa kesengajaan tidak saja secara murni terdiri dari “menghendaki” sesuatu, 
tetapi bahwa adakalanya mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya diisyarat
kan bahwa pembuat telah “mengetahui atau mengenal” keadaan tersebut. Pa-
da ‘mengetahui” seseorang berfikir tentang pengetahuan yang ada pada saat 
itu. Sedangkan pada “menghendaki” tekanan yang ada pada saat itu (untuk 
melakukan).19 
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Jadi diisyaratkan bahwa pelaku telah berbuat dengan arah ke tujuan, yai-
tu menghendaki matinya korban dan berbuat dengan sadar yang menyebab-
kan kematian itu. Jadi kesengajaan dianggap cukup kalau pembuat hendak 
membunuh dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan ke
matian. Dalam hal ini percobaan pembunuhan tidak terlepas dari penilaian 
bersalah atau tidaknya seorang pelaku dari unsur kesengajaan ini.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pembunuhan merupakan sa
lah satu bentuk penghalang kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Is-
lam. Namun Kompilasi Hukum Islam lebih memperlebar bentuk penghalang 
kewarisan tersebut pada percobaan pembunuhan. Pelebaran bentuk penghalang 
kewarisan dalam KHI pada kedua bentuk tindak pidana ini, menurut penulis 
karena adanya pertimbangan untuk menolak kemudharatan yang terkandung 
padanya dan implikasinya terhadap hukum kewarisan. Percobaan pembunuhan 
yang dapat menghalangi kewarisan tersebut meliputi semua tahapan, mulai dari 
tahap perencanaan (niat), tahap persiapan dan pelaksanaan yang tidak menca-
pai tujuan yang dimaksud. Semua ini menghalangi kewarisan dan dipandang 
sebagai sebuah pidana yang sempurna pada tiap tahapnya jika dengan jelas ter-
bukti mengandung maksiat atau tujuan pembunuhan.

Percobaan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tin-
dak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini jelas perbuatan yang merusak ta
tanan kehidupan bermasyarakat serta memutuskan hubungan silaturrahmi. 
Menurut penulis kedua tindak pidana ini terdapat kemudharatan yang besar 
padanya yaitu perbuatan yang menjadi jalan mendekati untuk menimbulkan 
kematian pada orang lain. Allah melarang setiap perbuatan yang mengandung 
kerusakan dan kemudharatan, sebagaimana dalam surat al-A’raf ayat 56

...  

Ayat lain Surat al-Qashash ayat 77 yang juga menyatakan hal yang sama

Maka terhadap percobaan pembunuhan berkaitan dengan pemberlakuan 
kewarisan dipergunakan metode Sadd adz-Dzari’ah ( ).20

Berbicara tentang kemudharatan yang harus diperhatikan ketika akan 
menetapkan hukum berdasarkan metode , maka perlu dipahami 
bahwa dzari’ah yang terdapat disini adalah yang akan membawa kepada ke
mafsadatan. Menurut Abu Ishak al-Syathibi dilihat dari tingkat (kualitas) 



48 Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2010

Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan

kerusakan yang ditimbulkan -dimana salah satunya- adalah sudah pasti dan 
jelas, seperti menggali lubang di depan rumah orang lain pada malam hari, 
sementara pemilik rumah tidak mengetahuinya.21 Atau perbuatan ini sudah 
dapat dipastikan akan membawa kemudharatan pada pemilik rumah sewak
tu akan memasuki rumahnya. Sedangkan jika dilihat dari segi akibat atau 
kemafsadatan yang ditimbulkannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, -sa
lah satu bentuknya- di mana perbuatan yang dilakukan tersebut secara pasti 
(qath’i) membawa kepada kemafsadatan, seperti minum khamar yang akan 
menyebabkab mabuk. Sedangkan mabuk adalah suatu kemafsadatan.22 Bentuk 
dzari’ah ini ditujukan secara sengaja untuk suatu kemafsadatan. Minum 
Khamar sudah tegas diharamkan oleh Allah dan perbuatan tersebut akan mem
bawa kerusakan pada akal dan juga membawa dampak pada orang dan ling
kungan sekitarnya. Maka berlakulah sadd adz-dzari’ah maslah ini.

Sadd Adz-Dzari’ah ( ) yang diterapkan di atas juga berlaku ter
hadap permaslahan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Pada tin
dakan percobaan pembunuhan di mana unsur niat dan tindakan permulaan 
telah dilakukan. Hanya saja pada tahap akhir hasil yang diinginkan tidak se
suai dengan yang diharapkan. Tidak tercapainya hasil yang dimaksud karena 
adanya unsur penghalang yang berada di luar kehendak dan di luar kemampuan 
pelaku itu sendiri. Seperti seseorang yang berniat hendak membunuh orang 
lain. Pelaku telah masuk pada tahap permulaan pelaksanaan tindakan dengan 
menyiapkan senjata tajam atau senjata api dan berusaha mendekati korban. 
Kemudian melakukan serangan dengan senjata tersebut. Namun di luar du
gaannya korban secara tidak disangka melakukan perlawanan sehingga perbu
atannya tidak sempurna dilakukan dan tidak mencapai hasil yang dia inginkan 
di mana tidak membawa kematian pada korbannya.

Begitu juga halnya dengan penganiayaan berat yang dilakukan oleh seseo
rang. Dia melakukan suatu tindak pidana atas dasar maksud yang jelas, yaitu 
untuk melukai dan membuat celaka korbannya, namun tidak bermaksud un
tuk membunuh. Tapi walau demikian perbuatan ini dapat mengancam pada 
keselamatan jiwa si korban. Tidak sedikit penganiayaan berat yang membawa 
pada kematian yang diawali oleh suatu tindakan penganiayaan. Seperti sese
orang yang hanya bermaksud membuat korbannya luka berat dengan cara 
melukai tubuh korban dengan benda tajam, namun karena kehilangan banyak 
darah si korban meninggal.
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Maka penulis setuju terhadap pelebaran makna pembunuhan yang terda
pat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf “a”. Di mana percobaan 
pembunuhan dan penganiayaan berat dimasukkan ke dalam bentuk penghalang 
kewarisan sebagai pelebaran makna dari pembunuhan. Hal ini sejalan dengan 
kaidah usul, yaitu,

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka 
jalan itupun haram”

Segala perbuatan yang mengawali atau sebagai perantara bagi terciptanya 
suatu perbuatan yang diharamkan sama hukumnya dengan perbuatan haram 
tersebut. Seperti seseorang yang menyiapkan pisau atau alat untuk membunuh, 
maka perbuatan tersebut juga diharamkan sama dengan perbuatan yang akan 
dilakukannya, yaitu membunuh. Begitu juga dengan percobaan sebagai jalan 
untuk melakukan pembunuhan yang tidak terlaksana karena ada faktor luar, 
tentu jelas lagi keharamannya karena sudah melewati tahap pada tahap pelak
sanaan pembunuhan. Maka ketentuan hukumnya pun sama haramnya dengan 
pembunuhan yang implikasinya sama pada menghalangi kewarisan.

Penutup 

Pembunuhan telah disepakati oleh para mujtahid sebagai tindak pidana 
yang mempunyai implikasi terhadap kewarisan, dimana pelakunya terhalang 
untuk mendapatkan kewarisan dari orang dibunuhnya. Percobaan pembu
nuhan yang terdapat dalam KHI pasal 173 huruf “a”, terlihat sebagai perluasan 
makna dari pembunuhan sebagai salah satu alasan penghalang kewarisan. 
Percobaan pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang bertujuan un
tuk menghilangkan nyawa seseorang. Pada tindak pidana ini terdapat kemu
dharatan yang besar. [ ]
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